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Abstract

The 2024 Jakarta gubernatorial election highlights the ongoing power struggle between national and local
elites, reflecting broader political dynamics in Indonesia. As the capital city, Jakarta holds strategic
importance, making its leadership contest not only a regional but also a national concern. The conflict
between these two elite groups arises from differences in political interests, where national elites prioritize
political stability and party dominance, while local elites focus on policies directly impacting Jakarta
residents. This study aims to analyze the key factors that intensify this conflict and examine its impact on
the electoral process and policy-making. Using a qualitative research approach with a literature review
method, this study identifies four major drivers of conflict: divergent political agendas, national political
interventions, identity politics, and communication gaps between elites. The findings indicate that these
conflicts significantly affect candidate selection, campaign strategies, and governance after the election.
Additionally, political polarization fueled by identity-based narratives has led to declining voter
participation, increased invalid ballots, and eroding public trust in democracy. The study suggests that
electoral reforms, increased transparency in political processes, and better coordination between national
and local authorities are essential to mitigating elite conflicts and fostering a more democratic and
representative electoral system in Jakarta.
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PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur Jakarta selalu menjadi salah satu peristiwa politik paling penting di
Indonesia. Sebagai mantan ibu kota negara, Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat
pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga menjadi barometer politik nasional yang merefleksikan
tarik-menarik kepentingan antara elit nasional dan elit lokal (Wibowo et al., 2024; Muhtadi,
2024). Konflik kepentingan ini bukan fenomena baru. Sejarah politik Jakarta menunjukkan
bahwa setiap kontestasi selalu dipengaruhi kepentingan yang melampaui ranah regional (Putri
& Indrawan, 2025). Elit nasional, yang terdiri dari pemimpin partai besar, pejabat pusat, dan
kelompok bisnis strategis, cenderung berfokus pada stabilitas dan konsolidasi kekuasaan
nasional (Wadipalapa, 2025). Sebaliknya, elit lokal seperti pemimpin daerah, kelompok
masyarakat sipil, dan pengusaha lokal lebih mengutamakan isu-isu spesifik Jakarta, misalnya
transportasi publik, tata ruang, dan kesejahteraan masyarakat (Rahmayanty &
Wahyuningroem, 2025). Beberapa faktor memperburuk konflik ini. Pertama, perbedaan
kepentingan politik: elit nasional menekankan agenda makro, sementara elit lokal menyoroti
kebutuhan warga (Salsabila et al., 2025). Kedua, campur tangan politik pusat melalui regulasi
atau intervensi partai yang mengamankan kandidat tertentu (Zuhro, 2021). Ketiga, politik
identitas berbasis agama dan etnis yang memperkuat polarisasi (Ibrahim et al., 2024). Selain
itu, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara kedua kubu membuat kebijakan pasca
pemilihan sering tersendat (Andriyani et al., 2021).

Konsekuensi konflik ini terlihat pada keterlambatan pengesahan anggaran, terhambatnya
proyek infrastruktur strategis, hingga dampak geopolitik yang lebih luas (Khan, 2024).
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Polarisasi yang terbentuk selama kampanye juga meningkatkan fragmentasi sosial dan
berpotensi mengganggu stabilitas ketertiban di Jakarta (Setiawati et al., 2023). Berangkat dari
kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor dominan yang memperburuk
konflik kepentingan antara elit nasional dan lokal dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus
Jakarta 2024, sekaligus menelaah dampaknya terhadap proses elektoral dan kebijakan publik
di Jakarta. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan kerangka teori elitisme C.
Wright Mills dan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf. Teori elitisme menjelaskan konsentrasi
kekuasaan pada lingkaran elit nasional yang berupaya mempertahankan dominasi (Mills,
1956), sedangkan teori konflik sosial membantu menelaah bagaimana pertarungan tersebut
memicu polarisasi, memengaruhi kohesi sosial, dan mengurangi efektivitas kebijakan publik
(Dahrendorf, 1959).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk
menganalisis konflik kepentingan antara elit nasional dan elit lokal dalam Pemilihan Gubernur
Daerah Khusus Jakarta 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam
terhadap fenomena politik berdasarkan data sekunder yang telah terdokumentasi, seperti
jurnal akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan artikel media yang relevan.
Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, interpretasi
fenomena, serta penyajian deskriptif dalam konteks alami (Creswell, 2014). Sementara itu, Zed
(2004) menekankan bahwa studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan
dengan menelaah literatur atau sumber tertulis untuk memperoleh dasar teoritis dan
konseptual yang mendukung analisis (Zed, 2004). Dengan demikian, studi pustaka menjadi
landasan penting untuk membangun kerangka analisis penelitian ini. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui analisis dokumen dengan cara menelaah literatur yang membahas konflik
kepentingan pada pemilihan gubernur Jakarta sebelumnya, guna mengidentifikasi pola-pola
yang muncul kembali dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sumber data mencakup
penelitian akademik terdahulu, laporan lembaga pemantau pemilu, serta publikasi universitas
dan lembaga penelitian politik. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu
membandingkan berbagai referensi agar diperoleh gambaran yang lebih objektif dan
menyeluruh. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content
analysis) guna mengidentifikasi pola, wacana, dan dinamika konflik kepentingan dalam
literatur. Menurut Krippendorff (2019), analisis isi memungkinkan peneliti menarik
kesimpulan yang sahih dan dapat diuji ulang, dengan tetap memperhatikan konteks dari data
yang dianalisis (Krippendorff, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Teori Elitisme (C. Wright Mills)

Dalam The Power Elite, Mills (1956) menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat
modern tidak terbagi merata, melainkan terpusat pada kelompok elit kecil yang menguasai tiga
institusi utama: militer, ekonomi, dan politik. Elit ini membentuk jaringan pengaruh yang
mampu menentukan arah kebijakan tanpa keterlibatan publik yang luas, sehingga
menimbulkan ketimpangan dalam praktik demokrasi. Dalam konteks Pemilihan Gubernur
Daerah Khusus Jakarta 2024, teori Mills menunjukkan bahwa kekuasaan politik cenderung
dikuasai oleh elit nasional yang memiliki koneksi erat dengan sektor ekonomi, politik, dan
militer. Konsentrasi kekuasaan ini membuat aspirasi lokal sering terpinggirkan demi
kepentingan nasional yang lebih besar.
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Teori Konflik Sosial (Ralf Dahrendorf)

Berbeda dengan Mills, Dahrendorf (1959) menekankan bahwa konflik sosial lahir dari
distribusi otoritas yang timpang. Setiap struktur sosial selalu terdiri dari kelompok yang
memiliki otoritas dan kelompok yang tidak memilikinya, sehingga pertentangan keduanya
menjadi motor perubahan sosial. Tidak seperti Marx yang menitikberatkan pada konflik kelas
ekonomi, Dahrendorf melihat konflik dapat terjadi di berbagai lembaga sosial, termasuk
birokrasi dan politik. Dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, ketegangan antara elit nasional
dan elit lokal mencerminkan konflik struktural ini. Elit nasional, yang terdiri atas pemimpin
partai besar dan tokoh pusat, berperan sebagai kelompok dominan yang berusaha
mempertahankan pengaruh atas Jakarta sebagai pusat ekonomi-politik nasional. Mereka
cenderung mendukung kandidat yang sejalan dengan agenda nasional serta mampu menjamin
stabilitas pemerintahan pusat.

Faktor utama yang memperkuat konflik kepentingan antara elit nasional dan elit lokal
dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024
Perbedaan Kepentingan Politik

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 tidak hanya menjadi ajang kontestasi kandidat, tetapi
juga memperlihatkan pertarungan kepentingan antara elit nasional dan elit lokal. Elit nasional
umumnya berorientasi pada stabilitas politik pusat, penguatan partai, dan konsolidasi
kekuasaan di tingkat nasional (Putra & Siregar, 2024), sedangkan elit lokal lebih menekankan
kebijakan praktis yang langsung dirasakan masyarakat, seperti transportasi publik dan
kesejahteraan warga (Nani & Laksmono, 2023). Perbedaan kepentingan ini bukan hal baru.
Konflik antara gubernur dan DPRD DKI Jakarta pada 2015, misalnya, memperlihatkan tarik-
menarik antara agenda makro ekonomi nasional dan tuntutan pembangunan infrastruktur
daerah (Djumadin, 2022). Hal serupa terlihat pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017, ketika
Ahok didukung partai-partai nasional, sementara Anies mendapat dukungan kekuatan lokal
yang lebih dekat dengan isu warga Jakarta (Akmaliah & Nadzir, 2021; Rahmayanty &
Wahyuningroem, 2025). Dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, perbedaan kepentingan
tersebut tercermin dalam penentuan kandidat, strategi kampanye, hingga pendanaan. Elit
nasional mengandalkan jaringan partai, media mainstream, dan dukungan finansial dari
jejaring bisnis nasional (Imansari, 2021; Darmawan, 2024), sedangkan elit lokal lebih
mengutamakan mobilisasi akar rumput, relasi komunitas, dan dukungan finansial berbasis
lokal (Supriatma, 2025; Mahsun, 2021). Jika dikaitkan dengan Teori Elitisme C. Wright Mills,
fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik tetap terkonsentrasi di tangan kelompok
elit. Elit nasional berperan sebagai power elite yang mengendalikan arah kebijakan makro,
sementara elit lokal mencoba mengartikulasikan kepentingan praktis masyarakat, namun tetap
berada dalam orbit pengaruh kekuasaan nasional. Dengan demikian, kontestasi Pemilihan
Guubernur Jakarta bukan hanya soal jabatan daerah, tetapi juga bagian dari konsolidasi
kekuasaan elit dalam struktur politik nasional yang lebih luas.

Pengaruh Politik Identitas

Pemilihan Gubernur Jakarta kerap menjadi barometer politik nasional. Politik identitas,
terutama berbasis agama dan etnis, terbukti berperan besar dalam membentuk persepsi
pemilih (Farihi et al., 2024; Ibrahim et al., 2024). Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 menjadi
contoh nyata bagaimana isu identitas memperdalam polarisasi masyarakat dan memengaruhi
hasil pemilu (Susilowati, 2023). Dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024, politik
identitas tetap dominan karena kuatnya pengaruh isu agama dan etnis di Jakarta
(Ardipandanto, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat utama dalam
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menyebarkan politisasi identitas, terutama melalui isu keagamaan dan etnisitas (Karmila et al.,
2024). Akibatnya, kampanye berbasis identitas ini menciptakan keterbelahan sosial semakin
tajam dan sebagian kelompok merasa terpinggirkan dari arena politik. Politik identitas juga
berpengaruh pada strategi pencitraan kandidat. Studi Metz & Plesz (2025) mengungkap bahwa
pencitraan berbasis identitas mampu menciptakan keterikatan emosional yang lebih kuat
dibandingkan kampanye berbasis program (Metz & Plesz, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan
Hidayah et al. (2025) yang menekankan bahwa politik identitas cenderung lebih efektif dalam
memengaruhi perilaku pemilih dibandingkan tawaran kebijakan substantive (Hidayah et al.,
2025). Dampaknya, muncul populisme identitas yang membelah masyarakat menjadi dua
kelompok yaitu “kita” yang dianggap benar secara moral dan “mereka” yang dianggap
menyimpang. Studi kasus Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 juga menunjukkan perbedaan
strategi populisme kandidat: Ahok menekankan populisme teknokratik, sedangkan Anies
mengandalkan populisme sosial-demokratik yang lebih dekat dengan mayoritas Muslim
(Gunawan & Paramita, 2024). Pola ini menegaskan bahwa politik identitas tidak hanya
meningkatkan polarisasi, tetapi juga membentuk perilaku pemilih serta menggeser fokus
pemilu dari isu kebijakan menuju pertarungan berbasis identitas.

Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi

Kurangnya komunikasi yang efektif serta ego sektoral antar lembaga pemerintahan
menimbulkan ketidaksepahaman dalam penyusunan strategi politik dan implementasi
kebijakan pasca pemilihan. Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik memperburuk
fragmentasi politik di Jakarta, sehingga mengancam stabilitas pemerintahan daerah (Guridno
& Guridno, 2025). Dalam Pilkada 2024, miskomunikasi antara elit nasional yang mengusung
agenda politik pusat dan elit lokal yang berfokus pada isu spesifik Jakarta berpotensi
menghambat lahirnya kebijakan yang kohesif. Penelitian Fatimah et al. (2024) menunjukkan
bahwa lemahnya koordinasi dalam penyusunan anggaran daerah sering menghasilkan
kebijakan tidak sinkron dan memicu konflik politik berkepanjangan (Fatimah et al., 2024).
Bahkan, ketidaksepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta telah
memperlambat program strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat (Fauzan et al., 2025). Kurangnya komunikasi juga berdampak pada
partisipasi masyarakat. Dharmawan et al. (2025) menemukan bahwa perbedaan narasi politik
antar kandidat dan partai menurunkan kepercayaan publik sekaligus tingkat partisipasi
pemilih (Dharmawan et al., 2025). Ketidaksepahaman serupa kerap menimbulkan kebingungan
di tengah masyarakat, terutama ketika isu yang diangkat disampaikan dengan pesan yang
bertentangan atau terdistorsi di media. Lestari et al. (2025) menambahkan bahwa koordinasi
yang buruk antar stakeholder politik pasca pemilihan menghambat implementasi kebijakan
sosial dan pembangunan, terutama ketika konflik kepentingan tidak segera diselesaikan
melalui dialog efektif (Lestari et al., 2025). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan
transparansi komunikasi politik, mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara elit nasional
dan lokal, serta pelibatan publik yang lebih luas dalam perumusan kebijakan pasca pemilihan.

Intervensi dan Manuver Politik Nasional

Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 kembali menjadi arena kontestasi
politik yang tidak hanya melibatkan aktor lokal, tetapi juga sarat dengan intervensi politik
nasional (Lestari et al., 2025). Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta memiliki nilai
strategis bagi partai besar dan elit nasional. Fenomena ini tampak dari dukungan partai,
perubahan regulasi, mobilisasi birokrasi, hingga eksploitasi isu nasional yang memengaruhi
preferensi pemilih (Noer, 2024). Bentuk intervensi yang paling nyata adalah dukungan partai
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politik nasional terhadap kandidat tertentu. Dukungan ini tidak sekadar berupa endorsement,
tetapi juga mobilisasi sumber daya, dana kampanye, logistik, hingga pemanfaatan media massa
untuk membangun citra kandidat (Mietzner, 2024). Pengalaman Pemilihan Gbernur Jakarta
2017 menunjukkan bagaimana Ahok-Djarot mendapat dukungan PDI-P dan Golkar, sementara
Anies-Sandiaga ditopang kekuatan oposisi (Akmaliah & Nadzir, 2021). Pola serupa berulang
dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, ketika partai besar berusaha menempatkan kandidat
yang dapat mengamankan kepentingan mereka menuju Pemilu 2024 (Wilson, 2024). Intervensi
juga dilakukan melalui regulasi. Ambang batas pencalonan kepala daerah, pembatasan dana
kampanye, maupun mekanisme debat publik sering diubah untuk menguntungkan kandidat
tertentu (Luhukay & Murdoko, 2025; Puadi et al.,, 2025). Bahkan, instrumen hukum kerap
digunakan untuk menekan kandidat atau partai lawan melalui revisi aturan, tekanan politik,
hingga pemanfaatan aparat negara (Nabela & Arfa’i, 2023). Selain itu, birokrasi dan aparat
negara kerap dimobilisasi untuk mendukung kandidat tertentu. Distribusi bantuan sosial,
program pembangunan, hingga penggunaan ASN sering diarahkan untuk meningkatkan
elektabilitas kandidat yang didukung pemerintah pusat (Nurcholifah et al., 2025; Pratama et al.,
2023). Tekanan politik terhadap media, dunia usaha, dan organisasi sosial juga mempersempit
ruang netralitas politik (Sumarni, 2023).

Eksploitasi isu nasional pun menjadi strategi intervensi. Isu agama dan etnis yang
dominan pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 masih membayangi, sementara isu baru
seperti relasi Jakarta dengan pemerintah pusat, kebijakan ekonomi nasional, hingga
pemindahan ibu kota ke IKN kini ikut dimanfaatkan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024
(Perdana & Muslih, 2023; Wijaya & Perdana, 2025). Dengan demikian, intervensi politik
nasional memperkuat konflik kepentingan antara elit pusat dan lokal. Dampaknya tidak hanya
pada hasil pemilihan, tetapi juga pada efektivitas pemerintahan pasca pemilu. Oleh karena itu,
pengawasan yang ketat dan transparansi politik sangat penting untuk memastikan Pemilihan
Gubernur Jakarta tetap demokratis serta tidak didominasi kepentingan nasional semata.

Dampak Konflik Kepentingan antara Elit Nasional dan Elit Lokal terhadap Pemilihan dan
Kebijakan di Daerah Khusus Jakarta 2024
Penurunan Partisipasi Pemilih

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 diwarnai ketegangan politik antara elit nasional dan elit
lokal yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Konflik kepentingan membuat
banyak warga merasa pertarungan politik lebih mengutamakan kepentingan elit dibandingkan
kebutuhan rakyat, sehingga memicu apatisme (Hardiyanti & Fawaidi, 2025). Ketidakjelasan visi
dan misi kandidat akibat tarik-menarik kepentingan juga menurunkan kepercayaan publik
terhadap pemilu sebagai mekanisme demokrasi yang representatif (Dharmawan et al, 2025).
Polarisasi politik yang tajam semakin memperburuk keadaan. Pemilih merasa terpinggirkan
dari proses politik, sebagaimana ditunjukkan penelitian bahwa ketika pemilu dianggap
dikendalikan elit, partisipasi politik masyarakat menurun (Kaharu et al., 2025). Fenomena ini
tercermin dalam Pemilihan Gubernur sebelumnya, di mana lemahnya sosialisasi dan dominasi
elit politik dalam kampanye menurunkan keterlibatan warga (Julita et al., 2025). Fragmentasi
informasi dan maraknya disinformasi digital juga menambah keraguan publik. Pemilih sering
menerima narasi bertentangan dari kubu elit yang bersaing, sehingga enggan berpartisipasi
(Hidayat, 2025). Disinformasi dan kampanye hitam di media sosial memperkuat polarisasi,
menjadikan pemilu lebih sarat manipulasi opini daripada dialog kebijakan yang konstruktif.

Lebih jauh, praktik oligarki politik dan transformasi partai menjadi sekadar mesin
elektoral melemahkan fungsi representasi. Kondisi ini memperburuk krisis kepercayaan publik
terhadap partai politik, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi demokrasi (Hidayat, 2025).
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Ketidakpercayaan serupa juga menyasar penyelenggara pemilu. Jika publik melihat
penyelenggara tidak netral dan dikendalikan elit, mereka cenderung menarik diri karena
merasa suara tidak berpengaruh signifikan (Muhtadi, 2024). Dampak dari berbagai faktor
tersebut terlihat jelas dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, di mana partisipasi pemilih
hanya mencapai 57,52%, jauh menurun dibandingkan 77,02% pada pemilihan sebelumnya
(Wijaya & Perdana, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara elit nasional
dan lokal tidak hanya memengaruhi dinamika politik tingkat atas, tetapi juga menggerus
kepercayaan publik serta merusak legitimasi demokrasi di Jakarta.

Peningkatan Suara Tidak Sah

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah suara
tidak sah dibandingkan pemilihan sebelumnya. Menurut Wijaya & Perdana (2025), penyebab
utamanya antara lain dominasi koalisi besar yang membatasi pilihan kandidat, munculnya
gerakan “coblos semua” sebagai bentuk protes, serta kekecewaan publik terhadap calon
kompromi elit (Wijaya & Perdana, 2025). Konflik kepentingan antara elit nasional dan lokal juga
memperburuk kebingungan pemilih, sehingga sebagian memilih memberikan suara tidak sah
sebagai ekspresi perlawanan politik. Data resmi Pemilihan Gubernur Jakarta 2024
menunjukkan suara tidak sah mencapai 7,70%, jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilihan
Gubernur Jakarta 2017 yang hanya 3,50%. Angka ini mencerminkan menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap kandidat maupun sistem politik yang dianggap semakin dikendalikan
oleh kepentingan elit (Hendrawan & Agassi, 2024). Sebagian pemilih datang ke TPS, tetapi
dengan sengaja merusak surat suara atau tidak memberikan tanda coblos yang sah sebagai
bentuk protes pasif.

Faktor lain yang berkontribusi adalah minimnya pendidikan politik serta polarisasi akibat
kampanye berbasis identitas (Silalahi et al, 2025). Pemilih yang merasa tidak mendapat
penjelasan program kerja dengan jelas cenderung memilih untuk golput atau memberikan
suara tidak sah (Hendrawan & Agassi, 2024). Strategi kampanye yang lebih menekankan konflik
antar elit daripada visi kebijakan semakin memperkuat tren ini. Dengan meningkatnya suara
tidak sah, terlihat indikasi bahwa publik makin skeptis terhadap proses politik. Jika tren ini
berlanjut, legitimasi pemimpin terpilih bisa dipertanyakan dan kepercayaan terhadap
demokrasi semakin terkikis. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan edukasi politik dan
transparansi dalam pemilu agar pemilih merasa suaranya berpengaruh nyata dalam
menentukan pemimpin Jakarta.

Polarisasi Masyarakat

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 kembali menunjukkan dampak besar politik identitas
terhadap polarisasi masyarakat. Persaingan antara elit nasional dan lokal dalam mendukung
kandidat tertentu memperdalam perpecahan sosial, terutama dalam bentuk segregasi berbasis
agama dan etnis (Gunawan & Paramita, 2024). Fenomena ini bukan hal baru. Pemilihan
Gubernur Jakarta 2017 juga memperkuat fragmentasi sosial, ketika politik identitas digunakan
sebagai strategi kampanye untuk membangun dukungan berbasis kelompok (Laksana et al,,
2020). Pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, narasi identitas semakin diperkuat melalui
media sosial dan komunikasi politik. Strategi populisme berbasis identitas menonjolkan
perbedaan antara “rakyat” dan “elit’, di mana kandidat yang dekat dengan elit nasional
cenderung mengusung citra teknokratik, sedangkan kandidat yang lebih dekat dengan elit lokal
mengadopsi populisme sosial dengan menekankan kedekatan dengan kelompok mayoritas
(Gunawan & Paramita, 2024).
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Dampak polarisasi tidak hanya terlihat dalam kampanye, tetapi juga dalam kehidupan
sosial sehari-hari. Polarisasi berbasis agama dan etnis memicu ketegangan antar kelompok,
meningkatnya ujaran kebencian di media sosial, dan terbentuknya blok sosial eksklusif yang
melemahkan solidaritas masyarakat (Laksana et al, 2020). Media sosial berperan penting
dalam memperkuat keterbelahan ini dengan menyebarkan narasi identitas yang memobilisasi
dukungan sekaligus memperkeruh opini publik. Lebih jauh, polarisasi masyarakat akibat politik
identitas berpotensi mengancam stabilitas sosial dan demokrasi Indonesia. Maryono (2023)
menekankan bahwa penggunaan politik identitas yang berlebihan dapat mengikis nilai
persatuan nasional serta meningkatkan risiko konflik sosial di masa depan (Maryono, 2023).
Karena itu, langkah pencegahan seperti literasi politik yang inklusif dan dialog antar kelompok
sosial menjadi penting untuk meredam eskalasi polarisasi. Jika tidak dikelola, dampak
polarisasi dalam Pemilihan Gubenur Jakarta 2024 dapat berlanjut dan mengancam kohesi
sosial maupun stabilitas demokrasi di Indonesia.

Kebijakan Publik yang Terhambat

Konflik kepentingan antara elit nasional dan elit lokal dalam Pemilihan Gubernur Jakarta
2024 berdampak langsung pada jalannya pemerintahan, khususnya dalam pengambilan
kebijakan publik. Ketegangan antara eksekutif dan legislatif sering menimbulkan
keterlambatan, bahkan kegagalan, dalam pengesahan kebijakan strategis yang seharusnya
bermanfaat bagi masyarakat (Pamungkas et al., 2022). Salah satu dampak paling nyata adalah
terhambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada periode
sebelumnya, konflik antara Gubernur dan DPRD mengakibatkan keterlambatan pengesahan
anggaran sehingga pelaksanaan program publik tertunda. Polemik politik ini lebih sering
berfokus pada perebutan pengaruh dan alokasi sumber daya ketimbang pada kepentingan
masyarakat (Pamungkas et al., 2022).

Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata kota juga kerap terhambat
akibat tarik-menarik kepentingan pusat dan daerah. Proyek strategis seperti transportasi
publik dan penyediaan fasilitas umum sering tertunda karena intervensi pemerintah pusat yang
memiliki agenda politik berbeda (Safina et al., 2024). Dampak keterlambatan ini terasa luas,
mulai dari terhambatnya penyaluran bantuan sosial hingga pelayanan kesehatan (Pamungkas
et al., 2022). Konflik kepentingan yang berlarut-larut juga menciptakan ketidakpastian
kebijakan jangka panjang. Investor dan pelaku usaha enggan berpartisipasi dalam
pembangunan Jakarta karena kondisi politik yang tidak stabil, sehingga berpotensi
menghambat pertumbuhan ekonomi daerah (Beni, 2024). Jika situasi ini berlanjut, kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintahan daerah akan semakin menurun, dan efektivitas
pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan publik semakin terganggu. Oleh karena itu,
diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif agar kebijakan publik dapat
dijalankan tanpa hambatan politik yang berlebihan.

Manipulasi Proses Pemilihan

Manipulasi regulasi pemilu menjadi salah satu faktor yang memperburuk konflik
kepentingan antara elit nasional dan lokal dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Elit
nasional berupaya mengubah aturan pemilu demi menguntungkan kandidat tertentu, yang
pada akhirnya mengganggu stabilitas politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap
demokrasi (Pitono & Dharmawan, 2025). Salah satu bentuk manipulasi yang sering terjadi
adalah intervensi terhadap aturan pencalonan, termasuk pembatasan calon independen dan
putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal. Kebijakan ini membuka celah bagi
kekuatan politik tertentu untuk memonopoli pencalonan dengan menghambat munculnya
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pesaing yang tidak sejalan dengan agenda elit nasional (Hannan, 2023; Femiliona, 2025).
Manipulasi juga terlihat dalam penggunaan teknologi pemilu. Penelitian Saetriyan (2024)
menemukan bahwa sistem perhitungan suara rentan dimanipulasi oleh pihak yang memiliki
akses terhadap infrastruktur digital. Tanpa mekanisme transparansi yang ketat, potensi
manipulasi hasil suara dapat dimanfaatkan elit nasional untuk memastikan kemenangan
kandidat tertentu (Saetriyan et al., 2024). Dampak dari praktik ini sangat signifikan. Ketika
masyarakat menilai pemilu telah direkayasa untuk kepentingan segelintir elit, partisipasi
pemilih menurun, kepercayaan terhadap sistem demokrasi melemah, dan risiko aksi protes
meningkat (Pitono & Dharmawan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa manipulasi proses
pemilihan bukan hanya memperburuk konflik antara elit nasional dan lokal, tetapi juga
mengancam stabilitas politik serta legitimasi demokrasi di Jakarta. Oleh karena itu, reformasi
regulasi pemilu yang transparan dan adil sangat diperlukan. Tanpa perbaikan, pemilu hanya
akan menjadi instrumen politik bagi elit tertentu, bukan mekanisme demokratis yang
mencerminkan kehendak rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, konflik kepentingan antara elit nasional dan elit lokal dalam
Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 terutama dipengaruhi oleh perbedaan
orientasi politik, strategi pencalonan, serta intervensi politik yang dilakukan melalui regulasi
dan media. Elit nasional cenderung berfokus pada stabilitas politik nasional dan kepentingan
partai besar, sementara elit lokal lebih mengutamakan kebijakan daerah yang langsung
berdampak pada masyarakat Jakarta. Perbedaan ini tercermin dalam proses pemilihan
kandidat, strategi kampanye, serta pendekatan politik yang digunakan, di mana elit nasional
lebih mengandalkan jaringan partai dan media, sedangkan elit lokal mengedepankan mobilisasi
komunitas dan pendekatan akar rumput. Selain itu, penggunaan politik identitas dalam
kampanye semakin memperdalam polarisasi masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya
apatisme politik, penurunan partisipasi pemilih, serta meningkatnya jumlah suara tidak sah.
Konflik ini juga berkontribusi pada ketidakstabilan kebijakan pasca pemilihan, dengan
keterlambatan pengesahan APBD dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur strategis
akibat tarik-ulur kepentingan politik. Manipulasi dalam proses pemilihan, termasuk perubahan
regulasi dan penggunaan sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, semakin
memperburuk kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Secara teoretis, dinamika ini dapat dijelaskan melalui perspektif elitisme Mills dan konflik
sosial Dahrendorf. Menurut Mills, kekuasaan politik Jakarta tidak tersebar merata, melainkan
terkonsentrasi pada lingkaran kecil elit nasional yang memiliki akses besar terhadap sumber
daya dan media, sehingga kepentingan lokal sering terpinggirkan. Sementara itu, Dahrendorf
menekankan bahwa ketegangan antara elit nasional (sebagai kelompok dominan) dan elit lokal
(sebagai kelompok subordinat) mencerminkan konflik struktural akibat distribusi otoritas
yang tidak seimbang. Hal ini terlihat dalam munculnya resistensi politik berupa suara tidak sah,
penurunan partisipasi, hingga fragmentasi sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap
dominasi elit nasional. Dengan demikian, kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 bukan
hanya pertarungan elektoral, melainkan juga manifestasi dari konflik struktural antara
kekuasaan elit pusat dan kepentingan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan
pentingnya reformasi regulasi pemilu, peningkatan transparansi politik, serta mekanisme
koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi
ketegangan politik yang berdampak pada stabilitas pemerintahan di Jakarta. Penelitian
selanjutnya dapat mengkajilebih dalam bagaimana konflik kepentingan antara elit nasional dan
lokal dalam pemilihan kepala daerah mempengaruhi stabilitas politik dan demokrasi di
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Indonesia, baik melalui analisis komparatif dengan daerah lain maupun studi mengenai
dampak polarisasi politik terhadap kohesi sosial. Selain itu, penelitian mendatang dapat
mengeksplorasi peran media dalam membentuk opini publik serta strategi kampanye yang
digunakan oleh masing-masing elit untuk memengaruhi pemilih. Reformasi kebijakan pemilu
dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan juga menjadi aspek penting yang perlu diteliti
guna mengurangi dominasi kepentingan nasional dalam politik lokal. Lebih lanjut, studi
mengenai otonomi daerah dan pengaruh kebijakan pusat terhadap pemerintahan daerah dapat
menjadi fokus penelitian lanjutan untuk memahami bagaimana sinergi antara pemerintah
pusat dan daerah dapat diperkuat tanpa menghambat otonomi politik lokal.
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